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Kebijakan Pemantauan Indeks Kesehatan 

Laut Nusantara sebagai Pilar Pengelolaan 

Laut yang Berkelanjutan 
_ 

 
Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat butir-butir penting sebagai berikut: 

1) Rata-rata Indeks Kesehatan Laut (IKL) nusantara masih di bawah rata-rata global dalam rentang periode 

2012-2020. IKL merupakan tools yang merefleksikan secara umum kemampuan daya dukung dan 

produktivitas laut sebagai penghasil pangan, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakati. 

2) Kebijakan, Rekomendasi dan Program Aksi untuk meningkatkan IKL di perairan nusantara. 

3) Pemantauan dan pelaporan reguler dapat mendorong terjaganya kesehatan laut.  

 

Ringkasan 

Kesehatan Laut mengacu pada keseluruhan kondisi atau kesejahteraan ekosistem laut dan jasa yang 

diberikannya. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk faktor ekologi, lingkungan, sosial ekonomi, dan tata 

kelola. Laut yang sehat ditandai dengan ekosistem yang seimbang, keanekaragaman hayati yang berkembang, 

air bersih, perikanan yang berkelanjutan, dan ketahanan terhadap tekanan lingkungan seperti polusi, 

perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan. Sementara Indeks Kesehatan Laut (IKL) adalah alat yang 

digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur status dan tren kesehatan laut dari waktu ke waktu. 

Peningkatan indeks kesehatan laut (IKL) nasional memerlukan pendekatan komprehensif yang mampu 

mengatasi berbagai tantangan dan ancaman terhadap ekosistem laut. Dalam policy brief ini disampaikan isu 

mendesak dan mengancam kesehatan laut, kebutuhan atau alasan perlunya kebijakan nasional akan 

kesehatan laut, 7 (tujuh) rekomendasi dan program aksi dalam rangka meningkatkan IKL, serta implikasi 

peningkatan IKL jika dilakukan pemantauan dan pelaporan secara reguler. 

Kata Kunci:  Indeks kesehatan laut, perubahan Iklim, tata Kelola, kebijakan nasional 
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Pendahuluan 

Laut merupakan sumber kehidupan yang 

menyediakan berbagai komoditas dan jasa penting 

bagi kesejahteraan manusia. Sebagai ekosistem 

yang kompleks, laut berperan sebagai penyedia 

sumber daya alam, pengatur iklim, dan pusat 

keanekaragaman hayati. Wilayah pesisir dan 

lingkungan laut menarik jutaan wisatawan setiap 

tahunnya untuk menikmati berbagai aktivitas, 

seperti berenang, snorkeling, menyelam scuba, 

berperahu, hingga berjalan-jalan di sepanjang 

pantai. Aktivitas rekreasi ini tidak hanya 

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat 

lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik 

akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu, 

ekosistem laut juga menawarkan peluang rekreasi 

memancing dan pengamatan satwa liar, yang 

semakin diminati oleh wisatawan yang peduli 

terhadap keberlanjutan. 

Di balik keindahannya, laut juga menyimpan 

kekayaan sumber daya berharga seperti minyak, gas 

alam, mineral, dan sumber energi terbarukan, 

termasuk angin, ombak, dan pasang surut. Sumber 

daya ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar 

dan terus dieksploitasi untuk mendukung 

pembangunan ekonomi global. Misalnya, menurut 

laporan OECD (2016), kontribusi ekonomi laut 

terhadap produk domestik bruto global 

diperkirakan mencapai 1,5 triliun dolar AS pada 

tahun 2030, yang mencerminkan potensi besar laut 

sebagai motor penggerak ekonomi. 

Laut juga menjadi sumber pangan utama bagi 

jutaan orang di seluruh dunia. Ikan, kerang, dan 

makanan laut lainnya mengandung nutrisi esensial, 

seperti protein berkualitas tinggi, omega 3, dan 

mikronutrien penting, yang mendukung kesehatan 

dan kecerdasan manusia. FAO (2022) melaporkan 

bahwa lebih dari 3,3 miliar orang mengandalkan 

makanan laut sebagai sumber protein hewani 

utama. Namun, peningkatan permintaan global 

terhadap produk perikanan menimbulkan 

tantangan serius terhadap keberlanjutan stok ikan 

dan kesehatan ekosistem laut. 

 

Selain menjadi sumber daya fisik, laut 

memainkan peran penting dalam mengatur iklim 

global. Laut menyerap sekitar 30% karbon dioksida 

(CO2) yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, 

membantu mengurangi dampak perubahan iklim. 

Proses ini juga memungkinkan laut menjadi 

penyimpan panas utama, di mana arus laut dan 

sirkulasi massa air mendistribusikan panas ke 

seluruh planet. Hal ini berpengaruh langsung 

terhadap pola cuaca dan sistem iklim global, 

termasuk siklus hidrologi. Menurut IPCC (2021), 

tanpa kemampuan laut dalam menyerap CO2 dan 

panas, suhu global akan meningkat lebih drastis. 

Manfaat yang tak ternilai dari laut ini 

menggarisbawahi pentingnya konservasi dan 

pengelolaan berkelanjutan. Pendekatan berbasis 

ekosistem yang melibatkan pemerintah, 

masyarakat lokal, dan sektor swasta sangat 

diperlukan untuk memastikan kelestarian laut. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Costanza et al. 

(1997), nilai jasa ekosistem laut jauh melebihi biaya 

yang dikeluarkan untuk melindunginya, sehingga 

investasi dalam konservasi laut adalah investasi 

untuk masa depan kehidupan manusia. 

Dengan segala manfaatnya, laut merupakan 

aset yang harus dikelola dengan bijak. Upaya 

konservasi yang terintegrasi, seperti perlindungan 

kawasan laut dan pengelolaan perikanan yang 

berkelanjutan, menjadi langkah strategis untuk 

memastikan laut tetap produktif dan sehat bagi 

generasi mendatang. 

Indeks Kesehatan Laut: Konsep 

dan Kebijakan untuk 

Keberlanjutan 

Kesehatan laut mencerminkan kondisi 

keseluruhan ekosistem laut yang mencakup 

keseimbangan ekologis, keanekaragaman hayati, 

kualitas air, serta keberlanjutan jasa ekosistem. 

Sebuah laut yang sehat mampu mendukung 

kehidupan laut, menyediakan sumber daya 

berkelanjutan, dan memainkan peran penting 

dalam mengatur iklim global. Laut yang sehat juga 

mencerminkan keanekaragaman hayati yang 
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berkembang, air yang bersih, serta pengelolaan 

perikanan yang bijaksana. Selain itu, ekosistem laut 

yang resilien dapat bertahan menghadapi tekanan 

dari aktivitas manusia seperti polusi, perubahan 

iklim, dan eksploitasi berlebihan. 

Indeks Kesehatan Laut (IKL) adalah salah 

satu alat yang digunakan untuk mengukur 

kesehatan laut secara menyeluruh. IKL 

mengevaluasi berbagai indikator, termasuk kualitas 

air, kondisi habitat, kelimpahan spesies, tingkat 

polusi, dan dampak perubahan iklim, guna 

memberikan gambaran umum mengenai 

kesejahteraan ekosistem laut (OHI, 2024). Indeks ini 

membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan pelaku 

konservasi untuk memahami kondisi laut, 

mengidentifikasi ancaman utama, serta merancang 

strategi pengelolaan berbasis bukti yang efektif. 

Kesehatan laut menghadapi tantangan 

besar akibat berbagai ancaman yang sebagian besar 

disebabkan oleh aktivitas manusia. Polusi laut 

menjadi ancaman signifikan dengan masuknya 

sampah plastik, limbah industri, dan limpasan 

pertanian ke ekosistem laut. Sampah plastik, 

misalnya, telah menjadi masalah global dengan 

sekitar 8 juta ton plastik yang masuk ke laut setiap 

tahun, menciptakan risiko besar bagi kehidupan 

laut dan rantai makanan manusia (Jambeck et al., 

2015). Polusi suara dari kapal dan aktivitas industri 

juga mengganggu komunikasi, navigasi, dan 

perilaku biota laut, khususnya mamalia laut seperti 

paus dan lumba-lumba (McDonald et al., 2008). 

Perubahan iklim merupakan ancaman lain 

yang memengaruhi ekosistem laut secara 

signifikan. Pengasaman laut akibat peningkatan 

karbon dioksida di atmosfer memengaruhi 

organisme seperti karang dan moluska yang 

bergantung pada kalsium karbonat, mengancam 

stabilitas ekosistem dan rantai makanan laut. 

Laporan IPCC (2021) menunjukkan bahwa kenaikan 

suhu laut menyebabkan pemutihan terumbu 

karang secara masif, yang berdampak negatif pada 

habitat ribuan spesies laut. Kenaikan permukaan 

laut juga mengancam ekosistem pesisir seperti 

hutan bakau dan padang lamun, yang berfungsi 

sebagai penyerap karbon dan pelindung alami dari 

gelombang badai. 

Pembangunan wilayah pesisir, seperti 

fragmentasi habitat akibat pengerukan dan 

penangkapan ikan pukat dasar, semakin 

memperburuk kondisi ekosistem laut. Kehilangan 

habitat ini tidak hanya mengancam spesies laut 

tetapi juga jasa ekosistem penting, seperti 

penyerapan karbon dan perlindungan terhadap 

bencana alam (Duarte et al., 2013). Selain itu, 

masuknya spesies invasif melalui kapal dan budi 

daya perairan telah mengganggu ekosistem lokal, 

mengalahkan spesies asli, dan mengubah dinamika 

ekosistem secara keseluruhan (Molnar et al., 2008). 

Kesehatan laut yang terancam 

membutuhkan kebijakan nasional yang kuat untuk 

memastikan pengelolaan dan konservasi ekosistem 

laut yang berkelanjutan. Kebijakan nasional 

berperan penting dalam mengatur aktivitas 

manusia yang berdampak pada ekosistem laut, 

seperti menetapkan zona perlindungan laut, 

membatasi tangkapan ikan, dan mengurangi polusi 

dari aktivitas industri. Program pengurangan 

sampah plastik, misalnya, menunjukkan hasil positif 

dalam menurunkan tingkat sampah plastik di laut 

(Jambeck et al., 2015). Selain itu, kebijakan transisi 

energi terbarukan dapat membantu memitigasi 

dampak perubahan iklim, seperti pengembangan 

energi angin lepas pantai yang ramah lingkungan 

(OECD, 2016). 

Manfaat sosial-ekonomi dari kebijakan 

nasional yang mendukung kesehatan laut juga 

sangat besar. Laut menyediakan ketahanan pangan 

bagi jutaan orang, menciptakan lapangan kerja di 

sektor perikanan dan pariwisata, serta mendukung 

pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Peningkatan kesadaran masyarakat dan kerja sama 

internasional juga diperlukan untuk mengatasi 

tantangan yang melampaui batas negara, seperti 

pencemaran laut dan perubahan iklim. 

Kesehatan laut merupakan aset penting 

bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan 
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manusia. Dengan berbagai manfaat yang 

diberikannya, upaya konservasi laut harus menjadi 

prioritas dalam kebijakan nasional maupun global. 

Pendekatan berbasis ekosistem yang terintegrasi, 

didukung oleh regulasi yang ketat dan partisipasi 

masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan 

keberlanjutan ekosistem laut. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Costanza et al. (1997), Laut 

adalah bagian esensial dari ekosistem global yang 

menyediakan layanan ekosistem bernilai sangat 

tinggi, jauh melebihi biaya konservasi.  

Kesehatan Laut Indonesia: 

Tantangan, Upaya, dan Strategi 

Menuju Keberlanjutan 

Kesehatan laut merupakan indikator 

penting yang mencerminkan kemampuan 

ekosistem laut untuk mendukung keanekaragaman 

hayati, menyediakan sumber daya berkelanjutan, 

serta menghadapi tekanan lingkungan. Dalam 

konteks Indonesia, kesehatan laut dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk tekanan lingkungan, 

pembangunan sosial ekonomi, dan kebijakan yang 

diterapkan (Rintaka et al., 2023). Dalam periode 

2012-2020, rata-rata Indeks Kesehatan Laut (IKL) 

Indonesia berada di bawah rata-rata global, 

menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi 

dalam pengelolaan ekosistem laut (Global OHI 

Scores, 2024). 

Sebagai negara kepulauan terbesar di 

dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar 

untuk menjaga kesehatan lautnya. Namun, laut-laut 

di Indonesia menghadapi tantangan besar yang 

sebagian besar bersumber dari aktivitas manusia. 

Salah satu tantangan utama adalah polusi plastik, di 

mana Indonesia menjadi salah satu penyumbang 

sampah plastik terbesar di dunia. Masalah ini 

diperburuk oleh manajemen limbah yang kurang 

memadai, sehingga memerlukan pendekatan 

inovatif seperti kampanye kesadaran masyarakat, 

pengelolaan limbah berbasis komunitas, dan 

partisipasi dalam perjanjian regional seperti 

Kerangka Aksi ASEAN mengenai Sampah Laut 

(Amkieltiela et al., 2022). 

Selain polusi plastik, ekosistem laut 

Indonesia menghadapi tekanan dari degradasi 

terumbu karang. Indonesia, yang dikenal sebagai 

pusat keanekaragaman hayati laut dunia, 

menghadapi ancaman besar terhadap terumbu 

karang akibat polusi, penangkapan ikan berlebihan, 

dan perubahan iklim. Laporan Meilana et al. (2023) 

mencatat bahwa sekitar 30% terumbu karang di 

Indonesia berada dalam kondisi kritis. Untuk 

mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan 

kawasan perlindungan laut (MPA) dan mendorong 

restorasi terumbu karang melalui inisiatif berbasis 

komunitas. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan 

masyarakat lokal dalam konservasi tetapi juga 

memberikan manfaat ekonomi melalui ekowisata. 

Gambar 1 Rata-rata Indeks Kesehatan Laut Selama Periode 2012-2020 [a] Global, [b] Indonesia. 
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Perubahan iklim menjadi tantangan besar 

lainnya yang memengaruhi kesehatan laut 

Indonesia. Peningkatan suhu laut, pengasaman 

laut, dan kenaikan permukaan air laut memberikan 

dampak signifikan terhadap ekosistem pesisir 

seperti hutan bakau dan padang lamun. Fenomena 

ini mengancam keanekaragaman hayati dan 

kemampuan ekosistem untuk menyerap karbon. 

Laporan IPCC (2021) menunjukkan bahwa 

perubahan iklim mempercepat degradasi ekosistem 

laut di kawasan tropis, termasuk Indonesia. 

Meskipun tantangan tersebut cukup berat, 

Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui 

berbagai kebijakan dan inisiatif. Salah satunya 

adalah implementasi Inisiatif Segitiga Terumbu 

Karang (Coral Triangle Initiative), sebuah kolaborasi 

regional untuk melestarikan sumber daya laut dan 

mendorong pembangunan berkelanjutan. 

Pemerintah juga telah melibatkan masyarakat lokal 

melalui kampanye kesadaran konservasi, yang 

berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya pengelolaan laut yang 

berkelanjutan (Amkieltiela et al., 2022). 

Selain itu, inovasi teknologi semakin banyak 

diterapkan dalam pengelolaan laut. Teknologi 

seperti penginderaan jauh, pemantauan satelit, dan 

analisis data telah membantu memantau ekosistem 

laut, memerangi penangkapan ikan ilegal, dan 

menilai kondisi kesehatan laut secara real-time. 

Pendekatan berbasis data ini memungkinkan 

pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran 

untuk mendukung konservasi (Meilana et al., 2023). 

Kemitraan kolaboratif juga menjadi elemen 

penting dalam upaya memperbaiki kesehatan laut 

di Indonesia. Kemitraan antara pemerintah, 

organisasi internasional, dan LSM telah 

meningkatkan kapasitas lokal dalam pengelolaan 

sumber daya laut. Melalui transfer pengetahuan 

dan dukungan teknis, program-program konservasi 

dapat berjalan lebih efektif. Contohnya, proyek 

konservasi terumbu karang berbasis masyarakat 

yang didukung oleh LSM internasional telah berhasil 

meningkatkan kesehatan terumbu karang di 

beberapa kawasan konservasi di Indonesia (Rintaka 

et al., 2023). 

Namun demikian, tantangan seperti polusi 

laut, degradasi habitat, dan perubahan iklim tetap 

menjadi ancaman serius. Keberhasilan dalam 

mengatasi tantangan ini memerlukan langkah-

langkah strategis seperti memperkuat penegakan 

hukum terhadap pelanggaran lingkungan, 

memperluas kawasan perlindungan laut, dan 

mengintegrasikan pendekatan keberlanjutan dalam 

pembangunan wilayah pesisir. Pendekatan holistik 

yang mencakup kebijakan berbasis ilmu 

pengetahuan, pelibatan masyarakat, dan kerja 

sama lintas sektor sangat penting untuk mencapai 

tujuan ini. 

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat 

pesisir menjadi kunci penting dalam memastikan 

keberlanjutan kesehatan laut. Dengan memberikan 

alternatif penghidupan yang ramah lingkungan, 

seperti ekowisata berbasis konservasi dan 

akuakultur berkelanjutan, masyarakat dapat 

terlibat langsung dalam melindungi laut. Kampanye 

kesadaran dan pendidikan berbasis komunitas juga 

diperlukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku 

masyarakat terhadap ekosistem laut. 

Indonesia juga perlu memperkuat 

keterlibatan dalam kerja sama internasional, 

terutama dalam isu-isu global seperti penangkapan 

ikan ilegal dan polusi plastik. Dengan memperkuat 

posisi dalam forum internasional, Indonesia dapat 

menjadi pemimpin dalam konservasi laut global 

sekaligus memperoleh dukungan teknis dan 

finansial untuk program-program konservasi. 

Kesehatan laut Indonesia merupakan aset strategis 

yang harus dijaga melalui upaya berkelanjutan dan 

kolaborasi lintas sektor. Dengan mengintegrasikan 

kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi 

modern, dan partisipasi masyarakat, Indonesia 

dapat mengatasi tantangan-tantangan utama yang 

mengancam laut. Sebagaimana disebutkan oleh 

Rintaka et al. (2023), Keberlanjutan kesehatan laut 

tidak hanya penting untuk ekosistem tetapi juga 

untuk kesejahteraan manusia dan pembangunan 

ekonomi jangka panjang. 
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Rekomendasi 

Peningkatan Indeks Kesehatan Laut (IKL) 

nasional membutuhkan pendekatan komprehensif 

yang mencakup tujuh rekomendasi utama. 

Rekomendasi ini meliputi pengurangan polusi 

melalui pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, 

program edukasi untuk meningkatkan kesadaran 

konservasi laut, serta investasi dalam penelitian dan 

pengumpulan data untuk mendukung pengambilan 

keputusan berbasis bukti. Selain itu, perluasan 

kawasan perlindungan laut, promosi pariwisata 

berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, 

serta kerja sama internasional untuk mengatasi 

masalah lintas batas juga menjadi prioritas.  

Program aksi nasional untuk memantau, 

melaporkan, dan menjaga kesehatan laut biasanya 

melibatkan kombinasi kebijakan, strategi, dan 

inisiatif yang bertujuan untuk menilai status 

ekosistem laut, melacak perubahan dari waktu ke 

waktu, dan menerapkan langkah-langkah untuk 

mengatasi tantangan-tantangan utama. Berikut 

program aksi nasional yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kesehatan laut: 

1) Mengembangkan dan menyempurnakan 

indikator dan metrik untuk mengukur 

kemajuan menuju tujuan dan sasaran 

kesehatan laut. Pertimbangkan indikator sosio-

ekonomi, jasa ekosistem, dan langkah-langkah 

ketahanan selain indikator ekologi untuk 

memberikan pemahaman komprehensif 

tentang kesehatan laut dan hubungannya 

dengan kesejahteraan manusia. 

2) Mengembangkan protokol pengumpulan data 

dan metodologi standar untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan 

melaporkan data mengenai indikator 

kesehatan laut. 

3) Membangun basis data dan sistem informasi 

untuk menyimpan, mengelola, dan 

menyebarkan data kepada pembuat kebijakan, 

ilmuwan, pemangku kepentingan, dan 

masyarakat dalam format yang dapat diakses. 

4) Menetapkan program pemantauan yang 

komprehensif untuk menilai kesehatan dan 

status ekosistem laut. Memanfaatkan 

penelitian ilmiah, teknologi penginderaan 

jauh, dan upaya pengumpulan data untuk 

mengumpulkan informasi tentang parameter 

dan tren utama dalam kesehatan laut. 

5) Menumbuhkan kolaborasi, dialog, dan 

kemitraan untuk memanfaatkan keahlian, 

sumber daya, dan pengetahuan lokal dalam 

mengatasi tantangan konservasi laut. 

6) Memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas, 

dan bantuan teknis untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan ilmuwan 

kelautan, pembuat kebijakan, pengelola 

sumber daya, dan pemangku kepentingan 

lainnya yang terlibat dalam pemantauan dan 

pengelolaan kesehatan laut.  

7) Berkolaborasi dengan negara-negara tetangga, 

organisasi regional, dan mitra internasional 

untuk berbagi praktik terbaik, bertukar 

informasi, dan mengoordinasikan upaya untuk 

mengatasi masalah lintas batas dan 

mendorong pengelolaan sumber daya 

kelautan bersama yang berkelanjutan. 

Kesimpulan 

Penetapan kebijakan nasional dan program 

aksi kesehatan laut memiliki implikasi signifikan 

terhadap peningkatan Indeks Kesehatan Laut (IKL) 

dan upaya konservasi. Kebijakan nasional 

menyediakan kerangka hukum, tata kelola yang 

terstruktur, dan mekanisme akuntabilitas untuk 

memastikan pelaksanaan konservasi laut yang 

efektif. Dengan menetapkan target, tolok ukur, dan 

standar kinerja, kebijakan ini mendorong 

transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan 

keputusan berbasis bukti. 

Program aksi nasional memungkinkan 

pemantauan dan pelaporan sistematis terhadap 

indikator utama kesehatan laut, mendukung 

pengambilan keputusan adaptif, dan 

memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman 

ekosistem. Pemantauan yang baik membantu 

mengidentifikasi kawasan prioritas untuk intervensi 

konservasi dan memfasilitasi alokasi sumber daya 

yang efisien. Transparansi dalam pelaporan IKL juga 
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mendorong dialog dan kolaborasi antara pemangku 

kepentingan, memperkuat akuntabilitas, dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya perlindungan ekosistem laut. 

Melalui pemantauan dan evaluasi 

berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat 

menyesuaikan strategi untuk mencapai hasil 

konservasi yang optimal, sekaligus meningkatkan 

kepercayaan dan partisipasi publik dalam 

pengelolaan laut berkelanjutan. 
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